PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN SERANG TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan
kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya akses universal
bagi masyarakat dalam bidang air minum dan sanitasi,
diperlukan rencana aksi daerah bidang air minum dan
penyehatan lingkungan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Serang Tahun 2022-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);
4. Undang-Undang /[, k
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Undang-Undang Nomor [7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6405);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5570);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Pengelolaan Sistem Air
Limbah Domestik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2013 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2017
tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten

Serang Tahun 2017 Nomor 3};
15. Peraturan 4
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2017
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran

Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Serang Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Serang (Berita
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN SERANG TAHUN 2022-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan yang melaksanakan tugas dan  mengkoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah.

6. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan,
akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha, pemerintahan desa
dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, organisasi
kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.
8. Rencana /



sl

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala
Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. \

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL Tahun 2020-2024 adalah dokumen
operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan
pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan

pembangunan.

Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan
masyarakat sebagai pelaku utarna dan penentu dalam penyelenggaraan
pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.

Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan
penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan
lembaga swasta.

Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang
dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan
menentukan tujuan pembangunan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan
yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini
mungkin.

Kebutuhan Investasi adalah perkiraan investasi yang diperlukan untuk
melaksankan program dan kegiatan dalam RAD AMPL.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan
(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II/‘Y
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BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL

Pasal 2
RAD AMPL berperan sebagai instrumen sinkronisasi program-program
pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 5
(ima) tahun sesuai target nasional pemenuhan layanan dasar air minum dan
sanitasi.

Pasal 3

RAD AMPL berfungsi sebagai:

a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang
menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan berbasis
lembaga;

b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan
sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi pada
setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi
pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru,
perluasan, maupun peningkatan kinerja).

d. Instrumen pengendalian untuk memastikan meningkatnya belanja APBD pada
bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

RAD AMPL disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi dokumen yang harus
digunakan dalam penyusunan RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan APBD.

Pasal 5

(1) Sistematika RAD AMPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. Pendahuluan;

b. Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan;
c. Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi;

d. Program dan Kegiatan,;

e. Kebutuhan Investasi; dan

f. Pemantauan dan Evaluasi.

(2) Isi dan uraian RAD AMPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB 111/
1 [/
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BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah,
APBD, maupun melalui integrasi RAD AMPL ke dalam program/ kegiatan
Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan pemangku
kepentingan lainnya.

Pasal 7

Pendanaan untuk pelaksanaan RAD AMPL terbuka bagi sumber- sumber
pendanaan diluar APBD, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL dengan dana di luar APBD maka pelaksanaan
program/ Kkegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan RAD AMPL tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan
tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, maka perubahan
sasaran dimuat dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan
laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.

(2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun
pelaksanaan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan
kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

(4) Kepala perangkat  daerah melakukan pemantauan dan evaluasi
program/kegiatan RAD AMPL yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.

(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala perangkat daerah melakukan

tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
(6) Kepala . /l/
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(6) Kepala perangkat daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi
kepada Kepala Bappeda.

(7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah
Daerah melalui atau media penyampaian pendapat yang disediakan Pemerintah
Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah.

(8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut
pendapat dan masukannya tersebut.

(9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

(10) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan,
Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

(11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/
penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.

(12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Februari 2022
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Diundangkan di Serang
Pada tanggal 21 Februari 2022

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH UPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 10;



